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BAB III 

 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dalam Bab II maka simpulan dari rumusan 

masalah dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1.       Secara konstitusional, perlindungan lingkungan hidup berdasarkan pada 

Pasal 28H ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat, serta Pasal 33 ayat (3), yang menegaskan penguasaan negara 

atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar – besarnya kemakmuran 

rakyat. Pada tingkat Undang – undang, perlindungan TNGMb diperkuat 

melalui Undang – Undang nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, khususnya ketentuan 

mengenai kawasan pelestarian alam, serta Undang – Undang Nomor 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

yang mengatur pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan 

sebagaimana tercermin dalam definisi pencemaran lingkungan hidup. Selain 

itu, aktivitas pendakian yang menghasilkan sampah juga berkaitan dengan 

Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang 

menegaskan kewajiban pengelolaan sampah secara bertanggung jawab 

 Pada tingkat peraturan pelaksana, perlindungan tersebut dijabarkan lebih 

lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang 

menjadi dasar penetapan dan pengelolaan kawasan taman nasional. Secara 

normatif, perlindungan hukum terhadap TNGMb telah tersusun secara 

hierarkis dan komprehensif. Namun demikian, hasil penelitian empiris 

menunjukkan bahwa perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara 

optimal di lapangan. Hal ini ditandai dengan masih ditemukannya sampah 

pendaki serta adanya ketidaksamaan penerapan standar pengawasan dan 

pengelolaan antar jalur pendakian. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

permasalahan utama tidak terletak pada kekurangan norma hukum, 
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melainkan pada aspek implementasi dan efektivitas penegakan hukum. 

2.  Berdasarkan hasil analisis dalam Bab II, dapat disimpulkan bahwa 

hambatan perlindungan ekosistem bersifat multidimensional, meliputi aspek 

kelembagaan, sumber daya manusia, dan perilaku pendaki. 

Hambatan utama yang ditemukan adalah belum adanya kebijakan yang 

mengatur jadwal rutin dan terstruktur kegiatan clean up gunung yang bersifat 

mengikat. Kegiatan bersih gunung pada praktiknya lebih banyak diserahkan 

kepada inisiatif masyarakat, relawan lokal, dan komunitas pecinta alam, 

sementara peran balai dan kantor resort masih terbatas pada kegiatan 

tertentu. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas dan relawan menyebabkan 

pengawasan terhadap pendaki belum dapat dilakukan secara optimal, 

khususnya pada saat lonjakan pendaki. 

Selain hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan belum 

adanya jadwal rutin clean up gunung, penelitian ini juga menemukan adanya 

tidak konsistennya penegakan sanksi serta rendahnya tingkat kepedulian 

pendaki terhadap kelestarian lingkungan sebagai hambatan utama dalam 

perlindungan ekosistem TNGMb. 

Selain itu, terkait solusi perlindungan ekosistem juga perlu diarahkan 

pada penjadwalan kegiatan clean up gunung secara rutin dan terstruktur, 

menurut Bapak Yulianto selaku Kepala Resort Selo kegiatan clean up tidak 

hanya bergantung pada inisiatif relawan atau masyarakat lokal saja, namun 

harus di masukan sebagai bagian dari program kerja resmi, sehingga 

memiliki kepastian pelaksana dan dukungan kelembagaan yang jelas. 

Dengan adanya jadwal yang terencana, pengawasan terhadap kondisi jalur 

pendakian dapat dilakukan secara berkelanjutan dan tidak bersifat insidental. 
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Solusi berikutnya adalah penguatan pendekatan partisipasif dalam 

pengelolaan kawasan pendakian. Menurut Ibu Juliana selaku Kepala Resort 

Pakis, keterlibatan aktif masyarakat lokal, komunitas pecinta alam, serta 

relawan perlu diformalkan melalui kerja sama yang berkelanjutan, baik 

dalam bentuk kemitraan pengelolaan, pengawasan jalur pendakian, maupun 

pengelolaan sampah pendaki. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip 

partisipasi masyarakat dalam hukum lingkungan dan terbukti secara empiris 

efektif di beberapa jalur pendakian seperti Suwanting. 

Dengan demikian, solusi perlindungan ekosistem TNGMb tidak dapat 

ditempuh melalui satu pendekatan tunggal, melainkan memerlukan 

kombinasi penegakan hukum, partisipasi masyarakat, serta peningkatan 

kesadaran pendaki. Sinergi dari seluruh unsur tersebut merupakan prasyarat 

utama bagi terwujudnya perlindungan ekosistem TNGMb yang efektif dan 

berkelanjutan 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas dan dengan merujuk langsung pada Bab II, 

maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut: 

 

1. Saran bagi balai Taman Nasional gunung Merbabu 

Balai Taman Nasional Gunung Merbabu disarankan untuk tidak hanya 

menetapkan kebijakan normatif, tetapi juga memperkuat aspek implementasi 

dengan menyusun jadwal rutin kegiatan clean up gunung yang bersifat wajib 

dan berkelanjutan di setiap jalur pendakian. Selain itu, perlu dilakukannya 

evaluasi berkala terhadap efektivitas SOP pendakian dan program Zero Waste, 

serta penertiban jalur pendakian ilegal yang berpotensi memperparah 

permasalahan sampah pendaki. 
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2. Saran bagi Kantor Resort 

Kantor resort di setiap jalur pendakian perlu meningkatkan konsisten 

pengawasan, khususnya dalam pengecekan barang dan sampah pendaki 

sebelum dan sesudah pendakian. Kerja sama dengan pemerintah daerah dan 

desa setempat juga perlu diperkuat guna mendukung sistem pengelolaan 

sampah pendaki yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

 

3. Saran bagi Masyarakat Lokal dan Relawan 

Masyarakat lokal dan relawan di sekitar kawasan TNGMb perlu terus 

didorong sebagai mitra strategis dalam perlindungan ekosistem. Penguatan 

peran masyarakat melalui pelatihan, dukungan fasilitas, dan kejelasan 

koordinasi dengan pihak balai akan meningkatkan efektivitas perlindungan 

lingkungan di lapangan. 

 

4. Saran bagi Pendaki Gunung 

Pendaki gunung diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan etika 

lingkungan dengan mematuhi seluruh ketentuan pendakian serta bertanggung 

jawab atas sampah yang dihasilkan. Pendaki harus diposisikan tidak hanya 

sebagai pengguna kawasan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang turut 

bertanggung jawab atas kelestarian ekosistem taman nasional. 

 

5. Saran bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut aspek 

penegakan hukum lingkungan, khususnya terkait efektivitas sanksi terhadap 

pelanggaran pendakian, serta mengintegrasikan kajian hukum dengan 

pendekatan ekologis dan sosial secara lebih komprehensif. 
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